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Abstract

The phenomenon of pornography in the digital era is no longer understood merely as an
individual moral issue, but has evolved into a social problem affecting self-control, sexual
behavior, and family stability. Previous studies in Islamic law have predominantly focused on
prohibition and prevention, while rehabilitative approaches toward pornography addiction
remain relatively limited. This study aims to analyze and construct an argument regarding the
role of marriage as a mechanism of moral rehabilitation for pornography addicts from the
perspective of magdsid al-syarT'ah. This research employs a qualitative approach using library
research, analyzed through a thematic-conceptual framework based on magdasid al-syart ‘ah. The
data sources include the Qur'an, Hadith, maqasid literature, and scientific studies related to
pornography, sexual behavior, and Islamic family law. The findings reveal that pornography
disrupts the protection of intellect (hifz al-'aql), honor (hifz al-"ird), and lineage (hifz al-nasl). In
this context, marriage possesses rehabilitative potential as it can foster self-control, channel
biological needs through lawfil means, and establish moral as well as social responsibility.
However, such rehabilitative function is conditional and depends on psychological readiness,
emotional maturity, and the quality of marital relationships. This study emphasizes that magasid
al-syari‘ah can be developed not only as a normative legal foundation, but also as a rehabilitative
approach in addressing contemporary moral problems.

Keywords: Pornography; Marriage; Moral Rehabilitation; Maqgasid al-Syart ‘ah; Islamic Family
Law.

Abstrak

Fenomena pornografi di era digital tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan moral individual,
tetapi telah berkembang menjadi problem sosial yang memengaruhi kontrol diri, perilaku seksual,
dan stabilitas keluarga. Kajian hukum Islam selama ini cenderung berfokus pada aspek pelarangan
dan pencegahan, sementara pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu pornografi masih relatif
terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksi argumentasi mengenai
peran pernikahan sebagai mekanisme rehabilitasi moral bagi pecandu pornografi dalam perspektif
magasid al-syart‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research) yang dianalisis melalui pendekatan tematik-konseptual berbasis
magasid al-syari ‘ah. Sumber data penelitian meliputi Al-Qur’an, hadis, literatur maqasid, serta
penelitian ilmiah terkait pornografi, perilaku seksual, dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pornografi berdampak pada terganggunya fungsi perlindungan akal (hifz al-
‘agl) , kehormatan (hifz al- ‘ird),dan keturunan (hifz al-nasl). Dalam konteks tersebut, pernikahan
memiliki potensi rehabilitatif karena mampu membangun kontrol diri, menyalurkan kebutuhan
biologis secara sah, serta membentuk tanggung jawab moral dan sosial. Namun, fungsi
rehabilitatif tersebut bersifat kondisional dan bergantung pada kesiapan psikologis, kedewasaan
emosional, serta kualitas relasi pasangan. Penelitian ini menegaskan bahwa magasid al-syvari‘ah
dapat dikembangkan tidak hanya sebagai dasar normatif hukum, tetapi juga sebagai pendekatan
rehabilitatif dalam merespons problem moral kontemporer.

Kata kunci: Pornografi; Pernikahan; Rehabilitasi Moral; Maqasid al-SyarT ah; Hukum Keluarga
Islam.




PENDAHULUAN

Dalam kerangka ideal hukum keluarga Islam, pernikahan diposisikan sebagai
institusi normatif yang tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis,
tetapi juga sebagai mekanisme penjagaan moral dan stabilisasi sosial. Pernikahan
berperan dalam menjaga kehormatan (hifz al- ‘ird), keturunan (hifz al-nasl), dan akal (hifz
al-"aql) dalam kerangka magdsid al-syari‘ah. Dengan demikian, pernikahan bukan
sekadar kontrak sosial. melainkan instrumen etis-religius yang mengatur perilaku
manusia, khususnya dalam pengendalian syahwat dan pembentukan keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah (Auda, 2021). Namun, konstruksi ideal tersebut
menghadapi tantangan serius dalam masyarakat digital kontemporer. Perkembangan
teknologi informasi telah meningkatkan akses terhadap konten pornografi secara
signifikan. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa
sepanjang 2023 lebih dari 1.9 juta konten pornografi telah diblokir (Kominfo RI, 2023),
yang diperkuat oleh laporan global terkait tingginya konsumsi pornografi di Indonesia
(We Are Social, 2024).

Paparan pornografi tidak hanya berdampak pada aspek moral, tetapi juga pada
dimensi psikologis dan perilaku seksual individu. Penelitian menunjukkan adanya
hubungan antara paparan pornografi dengan meningkatnya perilaku seksual berisiko,
distorsi relasi intim, serta penurunan kontrol diri (Pradja et al., 2025). Dampak tersebut
juga meluas pada institusi keluarga, di mana konsumsi pornografi berkorelasi dengan
terganggunya keharmonisan rumah tangga, meningkatnya konflik relasi, serta
menurunnya kualitas komunikasi pasangan (Setiawan, 2019). Meskipun penelitian
tersebut bersifat kontekstual, temuan ini sejalan dengan kecenderungan umum yang
menunjukkan bahwa paparan pornografi memiliki implikasi terhadap stabilitas relasi
pasangan. Kondisi ini menegaskan bahwa pornografi tidak lagi bersifat individual, tetapi
telah mengganggu struktur sosial keluarga.

Dalam merespons fenomena ini, kajian hukum Islam kontemporer cenderung
menempatkan pornografi dalam kerangka normatif yang berfokus pada pelarangan dan
pencegahan (Putra & Hernida, 2025). Pendekatan ini berperan penting dalam menjaga
nilai moral, tetapi memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan individu yang telah
mengalami paparan intens dan ketergantungan. Dalam kondisi tersebut. persoalan tidak
lagi berada pada tataran halal dan haram, melainkan bergeser pada kebutuhan akan
mekanisme rehabilitatif yang mampu memulihkan fungsi moral dan kontrol diri secara
berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian pornografi dalam perspektif
Islam masih didominasi oleh pendekatan normatif. preventif, dan edukatif. Mustatho et

al. (2025) menekankan aspek larangan, Saputra (2023) pada pencegahan berbasis




magdsid, dan Aprilia (2023) pada pendekatan konseling Islam. Meskipun memberikan
kontribusi penting. ketiga pendekatan tersebut masih berfokus pada tahap pencegahan
dan pengendalian, serta belum mengembangkan kerangka rehabilitasi yang sistematis
bagi individu yang telah mengalami kecanduan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan konseptual dalam literatur
hukum Islam terkait absennya pendekatan rehabilitatif berbasis institusi pernikahan
dalam kerangka magasid al-syari‘ah. Penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan
pernikahan sebagai mekanisme yang memiliki potensi terapeutik dalam memulihkan
disfungsi moral dan kontrol diri individu. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara
eksplisit menghubungkan fungsi regulatif pernikahan dengan proses pemulihan perilaku
adiktif terhadap pornografi. Padahal, dalam kerangka magdsid al-svari'ah, setiap
instrumen hukum idealnya tidak hanya berfungsi preventif, tetapi juga mampu
memberikan solusi terhadap kerusakan (mafsadat) yang telah terjadi (Auda, 2021).
Dengan demikian, kekosongan ini  menunjukkan adanya kebutuhan untuk
mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai
bagaimana fenomena kecanduan pornografi dapat dipahami sebagai bentuk disfungsi
kontrol diri yang memerlukan pendekatan pemulihan dalam perspektif Islam. Fokus
penelitian tidak hanya pada aspek normatif hukum pornografi, tetapi pada bagaimana
pernikahan dapat dimaknai sebagai instrumen rehabilitatif dalam kerangka magqdsid al-
syart‘ah. Pada saat yang sama, penelitian ini menghindari asumsi bahwa pernikahan
secara otomatis menjadi solusi, dengan menekankan pentingnya kontrol diri dan disiplin
spiritual (Ar et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksi argumentasi
mengenai peran pernikahan sebagai mekanisme rehabilitasi moral bagi pecandu
pornografi dalam perspektif maqasid al-svari‘ah. Kebaruan penelitian terletak pada
integrasi magasid sebagai kerangka analitis dengan fungsi institusional pernikahan
sebagai mekanisme rehabilitatif yang bersifat kondisional. Secara teoretis, penelitian ini
memperkaya kajian hukum keluarga Islam, sementara secara praktis memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif dalam

menangani fenomena pornografi di era digital.

METODE PENELITTIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis konseptual terhadap relasi
antara pernikahan, rehabilitasi moral, dan kecanduan pornografi dalam perspektif

magqdsid al-svari‘ah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan




mengukur fenomena secara statistik, melainkan memahami konstruksi makna, hubungan
konseptual, dan fungsi normatif institusi pernikahan dalam menjawab problem moral
kontemporer. Sementara itu, jenis penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian
berada pada ranah pemikiran hukum Islam, sehingga sumber utama penelitian berasal
dari teks-teks normatif dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini dinilai paling
tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berorientasi pada eksplorasi
argumentasi dan interpretasi magqgasid al-syari‘ah terhadap fenomena kecanduan
pornografi. Dalam konteks ini, magdsid al-syari‘ah tidak ditempatkan hanya sebagai
landasan teoritik, tetapi sebagai alat analisis (analytical framework) untuk menilai
bagaimana fungsi regulatif pernikahan dapat dipahami sebagai mekanisme rehabilitatif
dalam menjaga kemaslahatan individu.

Objek material penelitian ini adalah fenomena kecanduan pornografi dan
relevansinya terhadap institusi pernikahan dalam hukum Islam, sedangkan objek
formalnya adalah perspektif maqdsid al-syari‘ah terhadap fungsi rehabilitatif pernikahan.
Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi
ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, serta literatur klasik dan kontemporer yang membahas
maqasid al-syarT ah, pernikahan, pengendalian syahwat, dan perilaku seksual. Adapun
data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, skripsi, buku, laporan resmi, dan penelitian
mutakhir terkait pornografi, rehabilitasi moral, serta hukum keluarga Islam. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi literatur
berdasarkan relevansi substantif terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian ini,
instrumen utama adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan dalam
mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data secara kritis. Posisi peneliti
sebagai instrumen utama dipandang relevan dalam penelitian kualitatif karena analisis
terhadap teks dan konsep memerlukan sensitivitas interpretatif serta kemampuan
memahami konteks normatif dan sosial secara mendalam.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik-konseptual yang dilakukan
melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi dan kategorisasi data dengan mengidentifikasi
tema-tema utama terkait pornografi, kontrol diri, tujuan pernikahan, dan magdasid al-
syart'ah. Kedua, interpretasi konseptual dengan menelaah keterkaitan antara fungsi
pernikahan dan prinsip-prinsip maqgasid, khususnya dalam menjaga akal (hifz al- ‘agl),
keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al- ‘ird). Ketiga, konstruksi argumentasi
dilakukan untuk merumuskan bagaimana pernikahan dapat diposisikan sebagai
mekanisme rehabilitasi moral yang bersifat kondisional, bukan solusi otomatis terhadap
kecanduan pornografi. Analisis ini dilakukan secara kritis untuk menghindari simplifikasi
normatif dan memastikan adanya konsistensi antara rumusan masalah, kerangka teori,

dan hasil penelitian. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya berfungsi




menjelaskan fenomena, tetapi juga mengonstruksi pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai fungsi magasid al-syvart‘ah dalam merespons problem moral di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konseptualisasi Pornografi dalam Perspektif Islam dan Dampaknya

Pornografi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai representasi
visual yang menampilkan aktivitas seksual secara eksplisit, tetapi juga sebagai segala
bentuk media yang mendorong munculnya syahwat secara tidak terkendali dan
berpotensi mengarahkan individu pada perilaku seksual menyimpang. Dalam konteks
hukum Islam, pornografi dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan fahisyah karena
bertentangan dengan prinsip penjagaan moral dan kesucian diri. Prinsip tersebut sejalan
dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dalam QS. An-Nir [24]: 30-31 sebagai
berikut:

PR JE SRR ) A ST PSRN BV IReR CRURIL I )

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan

memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya pengendalian pandangan dan penjagaan
kehormatan diri sebagai bagian dari mekanisme perlindungan moral dalam Islam.
Pemahaman ini menunjukkan bahwa larangan terhadap pornografi tidak semata
didasarkan pada aspek visualitas seksual, melainkan pada potensi destruktifnya terhadap
akal, perilaku, dan relasi sosial individu. Dalam konteks digital kontemporer,
transformasi media berbasis internet menjadikan pornografi lebih mudah diakses, bersifat
privat, dan sulit dikontrol, sehingga meningkatkan risiko internalisasi perilaku seksual
menyimpang dalam kehidupan sehari-hari (Adlin & Husaini, 2025).

Fenomena pornografi di era digital tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai
pelanggaran moral individual, tetapi telah berkembang menjadi problem perilaku adiktif
yang memiliki dampak psikologis dan sosial yang kompleks. Penelitian menunjukkan
bahwa konsumsi pornografi secara berulang dapat memengaruhi sistem kontrol diri
individu, memicu ketergantungan, serta membentuk pola perilaku seksual kompulsif
(Kamila & Tasaufi, 2023). Dalam konteks ini, pornografi bekerja melalui mekanisme
stimulasi visual yang berulang sehingga memengaruhi pola pikir dan perilaku seksual
seseorang. Kondisi tersebut menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam
mengontrol impuls seksual secara sehat. Oleh karena itu, problem pornografi tidak cukup
dijelaskan melalui pendekatan hukum normatif semata, tetapi memerlukan analisis yang

mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral secara integratif.




Selain berdampak pada individu, konsumsi pornografi juga memengaruhi kualitas
relasi dalam kehidupan keluarga. Paparan pornografi secara terus-menerus dapat
membentuk ekspektasi seksual yang tidak realistis, menurunkan kualitas komunikasi
pasangan, serta memicu konflik rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam,
kondisi ini bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagai sarana membangun
ketenangan dan keharmonisan keluarga (Maulina et al., 2025). Temuan ini menunjukkan
bahwa pornografi bukan sekadar persoalan moral privat, tetapi telah menjadi faktor
disruptif terhadap stabilitas institusi keluarga. Dengan demikian, meningkatnya konsumsi
pornografi berimplikasi langsung terhadap terganggunya fungsi sosial pernikahan

sebagai ruang pembinaan moral dan emosional.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Mustatho et al. (2025) yang
menempatkan pornografi sebagai ancaman terhadap magqasid al-syari‘ah, khususnya
dalam menjaga akal dan keturunan. Namun, penelitian sebelumnya cenderung berhenti
pada aspek pelarangan dan belum menjelaskan bagaimana dampak pornografi bekerja
secara sistemik terhadap perilaku dan relasi sosial individu. Sementara itu, penelitian
Aprilia (2023) mulai mengaitkan pornografi dengan aspek psikologis melalui pendekatan
konseling Islam, tetapi masih berfokus pada upaya preventif dan pendampingan eksternal.
Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini memandang pornografi sebagai bentuk
disfungsi kontrol diri yang membutuhkan pendekatan rehabilitatif yang lebih
komprehensif. Dalam konteks inilah, institusi pernikahan menjadi relevan untuk
dianalisis, bukan sekadar sebagai legalisasi hubungan seksual, tetapi sebagai mekanisme

regulatif yang berpotensi memulihkan orientasi moral dan kontrol diri individu.

Kerusakan Magqasid al-Syari‘ah akibat Pornografi

Dalam perspektif hukum Islam, magasid al-syari'ah merupakan kerangka
fundamental yang digunakan untuk menilai keberadaan suatu perilaku berdasarkan
kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya (Pasie, 2025). Maqgasid tidak hanya
berfungsi sebagai dasar normatif dalam penetapan hukum, tetapi juga sebagai instrumen
analitis dalam membaca problem sosial kontemporer. Auda (2021) menegaskan bahwa
magdsid harus dipahami secara dinamis dan kontekstual agar mampu menjawab
kompleksitas persoalan modern. Dalam konteks pornografi, pendekatan magasid menjadi
relevan karena fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran moral
individual, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan akal, kehormatan, keturunan, dan
stabilitas sosial. Oleh sebab itu, analisis terhadap pornografi tidak cukup berhenti pada
status keharamannya, melainkan perlu melihat sejauh mana perilaku tersebut merusak

tujuan dasar syariat dalam kehidupan manusia.




Salah satu magdsid yang paling terdampak akibat pornografi adalah hifz al-‘agl
(perlindungan akal). Paparan pornografi yang berlangsung secara terus-menerus dapat
memengaruhi pola pikir, persepsi seksual, dan kemampuan individu dalam
mengendalikan dorongan syahwat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi
secara intens berpotensi menyebabkan perubahan perilaku, penurunan sensitivitas moral,
serta kecenderungan terhadap perilaku seksual kompulsif (Isgandarova, 2019). Dalam
perspektif magasid, kondisi tersebut menunjukkan terganggunya fungsi akal sebagai
instrumen pengendali perilaku manusia. Kerusakan ini menjadi penting karena Islam
menempatkan akal sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan moral dan sosial.
Dengan demikian, pornografi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas yang melanggar
norma agama, tetapi sebagai faktor yang melemahkan kapasitas rasional individu dalam

mengontrol dirinya.

Selain merusak akal, pornografi juga berdampak terhadap hifz al-nasl
(perlindungan keturunan) dan hifz al-‘ird (perlindungan kehormatan) (Ikhsan et al.,
2020). Dalam konteks ini, pornografi berpotensi mendorong munculnya perilaku seksual
menyimpang, normalisasi hubungan seksual di luar pernikahan, serta distorsi terhadap
makna relasi suami-istri. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga
mengganggu kualitas relasi keluarga dan keberlangsungan institusi pernikahan. Setiawan
(2019) menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat memicu konflik rumah tangga
dan menurunkan kualitas komunikasi pasangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa
pornografi memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas keluarga sebagai basis utama
pembentukan keturunan yang sehat secara moral dan sosial. Dalam perspektif maqdsid,
kondisi tersebut mencerminkan terjadinya kerusakan pada struktur perlindungan

kehormatan dan keberlanjutan keluarga.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pornografi tidak dapat direduksi hanya
sebagai persoalan pelanggaran seksual individual, tetapi sebagai fenomena yang
mengganggu struktur kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Penelitian Mustatho et al.
(2025) telah menempatkan pornografi sebagai ancaman terhadap magasid al-svari'ah,
tetapi pembahasannya masih berfokus pada aspek hukum normatif. Sementara itu,
penelitian ini menunjukkan bahwa kerusakan akibat pornografi bekerja secara lebih
sistemik melalui pelemahan kontrol diri, disfungsi relasi keluarga, dan terganggunya
orientasi moral individu. Dengan demikian, pendekatan magqdsid dalam penelitian ini
tidak hanya digunakan untuk menjelaskan larangan pornografi, tetapi juga untuk
mengidentifikasi kebutuhan akan mekanisme pemulihan yang mampu mengembalikan

fungsi-fungsi maqasid yang telah terganggu. Pada titik inilah pembahasan mengenai




pernikahan menjadi relevan sebagai institusi yang berpotensi menjalankan fungsi

rehabilitatif dalam kerangka hukum keluarga Islam (Arisman, 2019).

Konsep Pernikahan dalam Perspektif Maqasid al-Syari‘ah

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan tidak dipahami semata
sebagai hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai institusi moral
yvang memiliki tujuan menjaga keteraturan sosial dan keberlangsungan kehidupan
manusia (Rohimah et al., 2024). Pernikahan diposisikan sebagai sarana untuk
membangun keluarga yang sakinah, menjaga kehormatan diri, serta mengarahkan
pemenuhan kebutuhan biologis ke dalam mekanisme yang sah secara syariat. Dalam
kerangka magdasid al-syari‘ah, fungsi tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan
terhadap keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al- ‘ird), dan stabilitas sosial. Oleh
karena itu, pernikahan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi privat, tetapi juga
dimensi sosial dan moral yang bertujuan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat
melalui pergeseran paradigma perlindungan personal menuju perlindungan tatanan
keluarga secara sistemik. Konsep tersebut selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa
Ta'ala. dalam QS. Ar-Riim [30]: 21 sebagai berikut:

55050 Kl Jans L) T A3 il i K1 s e (e
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan

hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan

di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipahami dalam dimensi
biologis, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan stabilitas emosional, kasih sayang,

dan ketenangan moral dalam relasi keluarga.

Salah satu fungsi utama pernikahan dalam Islam adalah sebagai mekanisme
regulasi syahwat dan pengendalian perilaku seksual. Islam tidak menempatkan
dorongan seksual sebagai sesuatu yang harus ditekan secara absolut, tetapi diarahkan
melalui institusi yang sah dan bertanggung jawab. Perspektif ini juga sejalan dengan
hadis Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.:

ol iasls ol Guall A% £ 55l Sl A AL S s

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka
menikahlah. Sebab, pernikahan lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga
kehormatan.” (HR. Bukhari dan Muslim)




Dalam konteks ini, pernikahan berfungsi sebagai media penyaluran kebutuhan biologis
yang sekaligus membangun disiplin moral dan tanggung jawab emosional. Perspektif ini
sejalan dengan kajian Aulia dan Saifulloh (2026) yang menegaskan bahwa pengendalian
impuls seksual dalam Islam tidak hanya bergantung pada larangan normatif, tetapi juga
pada pembentukan kontrol diri melalui mekanisme spiritual dan relasional. Dengan
demikian, pernikahan dapat dipahami sebagai sistem pengendalian sosial yang tidak
hanya mengatur perilaku seksual, tetapi juga membentuk orientasi moral individu secara

bertahap.

Dalam konteks problem pornografi, fungsi regulatif pernikahan menjadi relevan
karena perilaku adiktif terhadap pornografi pada dasarnya berkaitan dengan lemahnya
kontrol diri dan distorsi dalam pemaknaan relasi seksual. Pernikahan, dalam hal ini,
berpotensi menciptakan ruang relasional yang lebih sehat melalui interaksi emosional,
tanggung jawab sosial, dan pemenuhan kebutuhan biologis yang sah. Berbeda dengan
pornografi yang bersifat individualistik dan berorientasi pada stimulasi sesaat, pernikahan
menuntut adanya komitmen, kedewasaan emosional, dan tanggung jawab timbal balik.
Oleh sebab itu, secara konseptual pernikahan memiliki potensi rehabilitatif karena
mampu menggeser orientasi seksual dari pola konsumtif menuju relasi interpersonal yang
lebih etis dan bertanggung jawab (Ar et al., 2025). Dalam perspektif maqdsid, proses
tersebut menunjukkan upaya pemulihan terhadap fungsi akal, kehormatan, dan keturunan

yang sebelumnya terganggu akibat pornograti.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki fungsi yang
lebih luas dibanding sekadar legalisasi hubungan seksual. Penelitian Saputra (2023) lebih
menekankan aspek preventif melalui pengendalian pandangan dan penjagaan moral,
sedangkan Aprilia (2023) berfokus pada pendekatan konseling dalam mengatasi perilaku
menyimpang. Penelitian ini berbeda karena menempatkan pernikahan sebagai bagian dari
mekanisme rehabilitatif dalam kerangka magdsid al-syart‘ah. Meskipun demikian,
penelitian ini tidak memandang pernikahan sebagai solusi instan terhadap kecanduan
pornografi. Efektivitas fungsi rehabilitatif tersebut tetap bergantung pada kesiapan
psikologis, kemampuan kontrol diri, dan kualitas relasi yang dibangun dalam pernikahan.
Dengan demikian, pernikahan dipahami bukan sebagai solusi otomatis, melainkan
sebagai institusi yang memiliki potensi pemulihan moral apabila dijalankan sesuai dengan

tujuan syariat.

Pernikahan sebagai Mekanisme Rehabilitasi Moral

Dalam perspektif maqgasid al-svari‘ah, pernikahan memiliki potensi rehabilitatif
karena berfungsi mengarahkan kembali perilaku seksual manusia ke dalam kerangka

yang sah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Rehabilitasi dalam




konteks ini tidak dimaknai sebagai proses medis semata, tetapi sebagai upaya pemulihan
orientasi moral, kontrol diri, dan fungsi sosial individu yang mengalami disfungsi akibat
kecanduan pornografi (Sirais, 2025). Hal ini relevan karena perilaku adiktif terhadap
pornografi pada dasarnya ditandai oleh dominasi syahwat yang tidak terkontrol serta
lemahnya kemampuan individu dalam membatasi impuls seksual. Dalam kondisi
tersebut, pernikahan dapat dipahami sebagai institusi yang menyediakan ruang legal,
emosional, dan sosial untuk membangun kembali pola relasi seksual yang sehat dan
bertanggung jawab. Dengan demikian, fungsi rehabilitatif pernikahan terletak pada
kemampuannya menggeser perilaku seksual dari pola konsumtif dan individualistik

menuju relasi interpersonal yang berorientasi pada tanggung jawab moral dan sosial.

Fungsi rehabilitatif tersebut bekerja melalui beberapa mekanisme. Pertama,
pernikahan menciptakan relasi interpersonal yang lebih stabil dibanding pola konsumsi
pornografi yang bersifat individual dan imajinatif. Kedua, pernikahan membangun
tanggung jawab emosional dan sosial yang menuntut individu untuk mengendalikan
perilaku seksualnya dalam kerangka komitmen bersama. Ketiga, pemenuhan kebutuhan
biologis melalui hubungan yang sah dapat membantu mengurangi dorongan kompulsif
terhadap konsumsi pornografi dan perilaku seksual menyimpang lainnya, termasuk
masturbasi yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan paparan pornografi serta
lemahnya kontrol impuls seksual (Doni, 2025). Dalam konteks ini, pernikahan dapat
dipahami sebagai media pengalihan dorongan seksual menuju relasi yang lebih sehat dan
bertanggung jawab sesuai dengan prinsip penjagaan kehormatan dalam hukum Islam.
Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dalam QS. Al-
Mu’mintin [23]: 5-7 sebagai berikut:
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“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau
hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang

siapa mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan seksual
dalam kerangka relasi yang sah dan bertanggung jawab sebagai bagian dari penjagaan
moral individu. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, mekanisme ini menunjukkan
bahwa pernikahan bukan hanya sarana legalisasi hubungan seksual, tetapi juga media
pembentukan kedewasaan moral dan disiplin diri. Oleh sebab itu, fungsi rehabilitatif
pernikahan tidak bekerja secara instan, melainkan melalui proses adaptasi psikologis,

spiritual, dan sosial yang berlangsung secara bertahap.




Jika dianalisis melalui kerangka maqdasid al-syari‘ah, fungsi rehabilitatif
pernikahan berkaitan langsung dengan upaya pemulihan terhadap tujuan-tujuan dasar
syariat yang sebelumnya terganggu akibat pornografi (Miswanto, 2025). Pada aspek Aifz
al-‘aql, pernikahan berpotensi membantu individu membangun kembali kontrol diri dan
stabilitas emosional. Pada aspek hifz al-nasl, pernikahan mengarahkan dorongan seksual
ke dalam relasi yang sah dan bertanggung jawab. Sementara pada aspek hifz al-‘ird,
pernikahan berfungsi menjaga kehormatan diri dan pasangan melalui relasi yang berbasis
komitmen. Dengan demikian, pernikahan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai
solusi sosial, tetapi sebagai instrumen syariat yang berorientasi pada pemulihan
kemaslahatan individu dan keluarga. Perspektif ini memperluas fungsi magdsid dari
sekadar kerangka normatif menjadi pendekatan rehabilitatif terhadap problem moral

kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak memandang pernikahan sebagai solusi
absolut terhadap kecanduan pornografi. Efektivitas fungsi rehabilitatif pernikahan tetap
bergantung pada sejumlah faktor, seperti kesiapan psikologis, kemampuan pengendalian
diri, kematangan emosional, dan kualitas relasi pasangan. Tanpa faktor-faktor tersebut,
pernikahan justru berpotensi melahirkan problem baru, seperti konflik rumah tangga,
kekerasan emosional, atau ketidakpuasan relasi seksual. Perspektif ini sejalan dengan Ar
et al. (2025) yang menegaskan bahwa pengendalian impuls seksual dalam Islam
memerlukan disiplin spiritual dan kontrol diri yang berkelanjutan. Oleh karena itu, asumsi
bahwa pernikahan secara otomatis mampu menyelesaikan seluruh problem seksual
merupakan bentuk simplifikasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kompleksitas
perilaku adiktif. Dalam konteks ini, fungsi rehabilitatif pernikahan dalam penelitian ini
dipahami pada level konseptual-normatif berdasarkan kerangka magasid al-syvari‘ah,

bukan sebagai klaim efektivitas empiris yang telah teruji secara psikologis.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif berbasis pernikahan
menawarkan perspektif baru dalam kajian hukum keluarga Islam terkait problem
pornografi. Jika penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek larangan, pencegahan,
dan konseling, maka penelitian ini menempatkan pernikahan sebagai institusi sosial-
keagamaan yang memiliki fungsi pemulihan moral secara lebih komprehensif. Perbedaan
ini memberikan implikasi ilmiah bahwa maqdsid al-syari‘ah dapat dikembangkan tidak
hanya sebagai dasar penetapan hukum, tetapi juga sebagai kerangka rehabilitasi sosial
terhadap perilaku menyimpang (Karmilasari, 2025). Dengan demikian, penelitian ini
memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki potensi untuk merespons
problem moral kontemporer secara lebih kontekstual dan aplikatif, tanpa melepaskan

prinsip-prinsip dasar syariat.




Meskipun pernikahan memiliki potensi rehabilitatif dalam perspektif magasid al-
syarT'ah, penelitian ini menolak pandangan simplistik yang menempatkan pernikahan
sebagai solusi instan terhadap kecanduan pornografi. Problem pornografi merupakan
fenomena kompleks yang melibatkan aspek psikologis, sosial, spiritual, dan budaya
digital (Mardhatillah, 2025), sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan
status pernikahan. Dalam banyak kasus, individu yang memasuki pernikahan tanpa
kesiapan emosional dan kemampuan kontrol diri justru berpotensi membawa problem
adiktif tersebut ke dalam relasi rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas
fungsi rehabilitatif pernikahan sangat bergantung pada kualitas kesadaran moral,
kedewasaan psikologis, dan komitmen individu dalam menjalankan nilai-nilai pernikahan
secara substantif. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi berbasis pernikahan perlu
dipahami sebagai proses yang bersifat kondisional dan multidimensional, bukan formula

tunggal yang berlaku universal.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa magasid al-syari'ah
memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan sebagai kerangka analisis terhadap problem
moral kontemporer, termasuk kecanduan pornografi. Selama ini, kajian magdasid dalam
hukum keluarga Islam lebih banyak digunakan untuk menjelaskan tujuan normatif
pernikahan, seperti menjaga keturunan dan kehormatan (Subaki & Abadi, 2025). Namun,
penelitian ini menunjukkan bahwa magdsid juga dapat dioperasionalkan sebagai
pendekatan rehabilitatif yang menekankan aspek pemulihan kemaslahatan individu dan
keluarga. Perspektif tersebut memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum
keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan digital.
Dengan demikian, penelitian ini memperluas fungsi magdsid dari sekadar legitimasi

hukum menuju instrumen analisis sosial yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa penanganan problem
pornografi dalam masyarakat Muslim memerlukan pendekatan yang lebih integratif
antara aspek moral, psikologis, dan institusional. Pernikahan dapat diposisikan sebagai
salah satu mekanisme rehabilitatif, tetapi harus disertai dengan penguatan pendidikan
moral, kontrol diri, kesiapan psikologis, dan pembinaan relasi keluarga yang sehat.
Temuan ini juga relevan bagi pengembangan program bimbingan pranikah dan konseling
keluarga dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, agar tidak hanya berorientasi
pada legalitas pernikahan, tetapi juga pada kesiapan moral dan emosional pasangan.
Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif berbasis magasid al-syari‘ah dapat menjadi
alternatif dalam merespons problem pornografi secara lebih komprehensif di tengah

tantangan masyarakat digital kontemporer (Aulia & Saifulloh, 2026).




KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam perspektif magqasid al-
syari‘ah dapat diposisikan sebagai mekanisme rehabilitasi moral bagi pecandu
pornografi, bukan semata sebagai legalisasi hubungan seksual. Fungsi rehabilitatif
tersebut terletak pada kemampuan pernikahan dalam membangun kontrol diri,
mengarahkan dorongan seksual ke dalam relasi yang sah, serta menciptakan tanggung
jawab moral dan sosial yang lebih stabil. Dalam kerangka maqasid, pernikahan
berkontribusi pada upaya pemulihan terhadap fungsi-fungsi syariat yang terganggu akibat
pornografi, khususnya perlindungan terhadap akal (hifz al- ‘agl), kehormatan (hifz al-
‘ird), dan keturunan (f1ifz al-nasl). Dengan demikian, temuan penelitian ini memperluas
pemahaman bahwa maqdsid al-syari‘ah tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif
penetapan hukum, tetapi juga sebagai pendekatan rehabilitatif dalam merespons problem
moral kontemporer.

Secara teoretis, penelitian ini menguatkan sekaligus memperluas kajian hukum
keluarga Islam yang selama ini cenderung menempatkan pernikahan dalam fungsi
preventif dan normatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada
pelarangan pornografi, pencegahan perilaku seksual menyimpang, atau pendekatan
konseling Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa institusi pernikahan memiliki fungsi
rehabilitatif yang dapat dianalisis melalui kerangka magasid al-syari‘ah. Temuan ini juga
mengkritisi asumsi simplistik bahwa pernikahan secara otomatis mampu menyelesaikan
problem seksual, karena efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan psikologis,
kontrol diri, dan kualitas relasi pasangan. Secara praktis, penelitian ini memberikan
implikasi bagi pengembangan program bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan
pendidikan moral berbasis hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih memperhatikan
aspek kesiapan emosional dan rehabilitasi perilaku, bukan hanya legalitas pernikahan
semata.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan
pendekatan kepustakaan sehingga belum menyentuh pengalaman empiris individu yang
mengalami kecanduan pornografi dalam kehidupan pernikahan. Oleh sebab itu, penelitian
lanjutan perlu dilakukan melalui pendekatan empiris, seperti studi kasus atau penelitian
lapangan, untuk menguji bagaimana fungsi rehabilitatif pernikahan bekerja dalam realitas
sosial secara lebih konkret. Selain itu, kajian selanjutnya juga dapat mengembangkan
perspektif interdisipliner dengan mengintegrasikan hukum keluarga Islam, psikologi, dan
studi media digital agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
penanganan problem pornografi di masyarakat Muslim kontemporer. Dengan demikian,
pengembangan kajian ini diharapkan mampu memperkuat relevansi magdasid al-syari‘ah

dalam menjawab tantangan moral di era digit al secara lebih aplikatif dan kontekstual.
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